ANALISIS PENERBITAN PERIZINAN PENYELENGGARAAN TOKO

OBAT PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN








1.1. Latar Belakang Masalah 
Dalam suatu negara yang berdaulat  pemerintah memiliki wewenang untuk 
mengurus segala aspek Pemerintahan yang ada di dalamnya yang mencangkup 
semua hal, termasuk mengatur dan menyelenggarakan kepentingan umum 
bersama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.  
Dalam rangka Menyelenggarakan kepentingan umum pemerintah diberi 
kewenangan untuk ikut andil dalam menyelenggarakan kepentingan bersama yang 
diberi hak khusus untuk membuat dan menggunakan perundang undangan. 
Dengan kata lain pemerintahan mempunyai kewajiban melaksanakan pembinaan, 
pengaturan, pengendalian serta mengawasi segala aspek yang mencangkup 
kepentingan umum bersama. Sama halnya di dalam bidang farmasi. 
Peran pemerintah didalam bidang farmasi sangat diperlukan dalam 
melakukan pembinanaan, pengaturan, pengendali an serta pengawasan guna 
mencapai tujuan yang tepat sasaran sesuai yang diinginkan, tetapi terlepas dari 
peran pemerintahan kesadaran masyarakat juga sangat diperlukan dalam 
mematuhi kebijakan kebijakan yang telah di buat guna mempermudah untuk 
mencapai tujuan yang tepat sasaran. 
Upaya peningkatan kualitas pelayanan publik oleh setiap pemerintah kota 






bentuk jasa ataupun perizinan melalui transparansi dan standarisasi pelayanan 
yang meliputi persyaratan :  
1. Target waktu penyelesaian 
2. Biaya yang harus dibayar oleh masyarakat 
3. Dalam mendapatkan Pelayanan sesuai dengan Peraturan sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku serta senantiasa berupaya 
mencegah, mengurangi bahkan menghapuskan pungutan tidak resmi. 
 
Didalam pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
pedoman penyusunan  dan penerapan Standar Pelayanan Minimal, dijelaskan 
bahwa Prinsip-prinsip Standar Pelayanan Minimal : 
1. Standar Pelayanan Minimal disusun sebagai alat Pemerintah dan Pemerintah 
Daerah untuk menjamin akses urusan wajib. 
2. Standar Pelayanan ditetapkan oleh dan mutu pelayanan dasar kepada 
masyarakat secara merata dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah dan 
diberlakukan untuk seluruh pemerintahan Daerah Provinsi dan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia. 
3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal oleh Pemerintah Daerah merupakan 
bagian dari penyelenggaraan pelayanan dasar nasional. 
4. Standar Pelayanan Minimal bersifat sederhana, konkrit mudah diukur, 
terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai 





5. Standar Pelayanan Minimal disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan, 
prioritas dan kemampuan keuangan nasional dan daerah  serta kemampuan 
 kelembagaan dan personil daerah dalam bidang yang bersangkutan. 
Tujuan dari pemerintah menetapkan standar pelayanan adalah guna untuk 
memberikan ketepatan waktu di dalam mengurus hal hal tertentu serta 
memberikan dorongan terhadap instansi tersebut untuk melalukan perbaikan 
pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik lagi. Berikut ini alur proses 
pengurusan perizinan toko obat pada Kantor Dinas Penanaman Modal dan 
Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru dapat dilihat pada gambar dibawah 
ini: 
Gambar.1.1Alur proses pelayanan perizinan toko obat  
Pada Dinas PMPTSP Kota Pekanbaru 
 
Dari gambar diatas dapat dijelaskan alur dalam pengurusan perizinan toko 
obat dikota Pekanbaru : 
1. Mengajukan permohonan dan menyerahkan dokumen kepada petugas 





2. Petugas menerima dokumen permohonan dari masyarakat, dan 
memeriksa dokumen, bila tidak lengkap akan di kembalikan untuk 
dilengkapi lagi oleh pemohon, jika lengkap dilanjutkan ke tahap 
berikutnya. 
3. Dokumen pemohon yang sudah lengkap akan dibuatkan tanda terima 
berkas kemudian dilakukan verifikasi berkas permohonan oleh kepala 
bidang perizinan. 
4. Selanjutnya Staf tim  teknis pada dinas perizinan melakukan 
pembahasan. 
5. Staf juga melakukan pemeriksaan tim teknis, terhadap BAP survey dari 
lapangan tentang kelayakan toko obat. 
6. Jika tidak disetujui BAP dari lapangan maka akan dikembalikan kepada 
pemohon, dan bila disetuji akan di lanjutkan ketahap berikutnya 
dibuatkan SKRD dan di paraf oleh kabid perizinan dan dilanjutkan di 
paraf oleh Kabag.TU. 
7. Berikutnya penandatangan SKRD di oleh Kepala Dinas, setelah itu staf 
memberikan penomoran surat, dan penyerahan dokumen di laket 
pelayanan kepada pemohonan.  
Dalam pemberian Pelayanan kepada masyarakat, maka pemerintah telah 
menetapkan Standar Pelayanan melalui Keputusan Menteri Pendayagunaan 
Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pedoman Umum 





1. Prosedur Pelayanan : dilakukan pemberi dan penerima pelayanan 
termasuk pengaduan/tata cara yang ditetapkan oleh pihak pemerintah dalam 
penyelenggaraan setiap pelayanan kepada masyarakat. 
2. Waktu penyelesaian    : ditetapkan sejak saat permohonan sampai dengan 
penyelesaian termasuk pengaduan. 
3. Biaya Pelayanan : ditetapkan biaya atau tarif pelayanan termasuk 
rinciannya. 
4. Produk Pelayanan : hasil pelayanan yang akan diterima pelanggan harus 
sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 
5. Sarana dan prasarana : memadai dalam proses pemberian layanan. 
6. Kompentensi petugas pemberi pelayanan : ditetapkan berdasarkan 
pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap dan prilaku yang dibutuhkan. 
Standar pelayanan sangat diperlukan dalam memberikan pelayanan yang 
baik guna memberikan kepuasan terhadap masyarakat yang di layani,  salah satu 
pelayanan yang diberikan yakni pada bidang kesehatan. Kesehatan adalah hak 
dasar bagi kemanusiaan Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 
kesehatan disebutkan bahwa Kesehatan adalah merupakan hak asasi manusia dan 
salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita cita 
bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
 Keberadaan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru sebagai unit pemerintah 
di daerah sangat diperlukan dalam berbagai hal, terutama sekali dalam upaya 





penyakit, karena itu pemerintah harus mengawasi pengusaha obat-obatan agar 
masyarakat terhindar dari kerugian uang dan kerugian kesehatan. 
 Pekanbaru  sebagai daerah otonom berdasarkan sensus penduduk tahun 
2014 diperkirakan penduduk pekanbaru mengalami laju pertumbuhan penduduk 
7,34%. Dalam sensus ini perempuan berjumlah 491.952 jiwa dan laki-laki 
519.515 jiwa. 
Kota Pekanbaru adalah Ibu Kota Provinsi Riau berbatasan langsung sebelah 
Barat Kab. Kampar, sebelah Timur berbatasan dengan Kab. Siak & Kab. 
Pelalawan, Sebelah Selatan berbatasan dengan Kab. Kampar & Kab. Pelalawan 
dan Sebelah Utara berbatasan Kab. Kampar & Kab. Siak.  
Laju pertumbuhan penduduk Kota Pekanbaru 7,34%. Wilayah adminitrasi Kota 
Pekanbaru terdiri dari 12 Kecamatan, 58 Kelurahan, dengan jumlah RW sebanyak 
609, dan jumlah RT sebanyak 2.589. 
Keberadaan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru sebagai unit pemerintah di 
daerah sangat di perlukan dalam Memeperhatikan kesehatan warga masyarakat  
Kota Pekanbaru, oleh sebab itu pemerintah wajib megawasi para penjual obat-
obatan agar terhindar dari kerugian yang tidak diinginkan. 
Dalam Peraturan Kota Pekanbaru  Nomor 5 tahun 2004 Tentang  Retribusi 
Pelayanan Dan Perizinan dibidang kesehatan, pada pasal 6 dijelaskan bahwa 
setiap orang pribadi atau badan  yang mendirikan atau menyelenggarakan sarana 
pelayanan kesehatan dan yang akan bekerja pada pelayanan  kesehatan di daerah 
wajib memiliki izin pemerintah daerah. Dan juga dijelaskan pada pasal 11 bahwa 





pasal 6 ayat 2 dapat dicabut atau ditutup sarananya apabila tidak memenuhi 
ketentuan peraturan  yang berlaku dan tidak memiliki surat izin.  
Standar Pelayanan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu Kota Pekanbaru, untuk persyaratan Pengurusan Pemberian izin Toko obat 
sudah diatur berdasarkan Keputusan Walikota Pekanbaru No 32 Tahun 2009. 
Tentang Pengintegrasian Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas 
Pelayanan Terpadu Kota Pekanbaru serta Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 
40 Tahun 2016 tentang Pendelegasian wewenang perizinan dan Non perizinan 
kepada Kepala Dinas Pelayanan Terpadu dan Penanaman modal diantaranya 
yaitu: 
1. Surat permohonan ditujukan kepada Dinas Penanaman Modal Dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru dengan memakai materai 
6000. 
2. Memiliki asisten apoteker dengan melampirkan Foto Copy ijazah , 
STRTTK yang masih berlaku  dan surat izin kerja Asisten Apoteker. 
3. Foto Copy KTP pemilik dan asisten apoteker. 
4. Pas fhoto 3X4 sebanyak 3 (tiga) lembar. 
5. Surat pernyataan asisten apoteker sebagai penanggung jawab ditoko obat 
yang dibuat diatas materai. 
6. Denah bangunan dan lokasi tempat usaha 
7. Daftar obat-obatan, kosmetika dan obat-obatan tradisional yang dijual. 
8. SITU dari walikota 
9. Rekomendasi Dinas Kesehatan. 
Untuk biaya Pengurusan izin Toko Obat sudah diatur menurut peraturan 
Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5  Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan dan 





- Biaya Pelayanan sebesar : Rp. 50.000 setiap 5 Tahun 
- Dikenakan biaya Rp. 20.000 setiap 1 Tahun untuk Registrasi Ulang 
Waktu Pelayanan untuk pengurusan Surat  Izin Toko Obat yang ditetapkan 
adalah berdasarkan yang tertera pada Standar Pelayanan Dinas Penanaman Modal 
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru yaitu 5 hari kerja (dengan 
Persyaratan lengkap). 
Jenis Perizinan yang ingin di lihat pada penelitian ini adalah penerbitan Izin 
Toko Obat  di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota 
Pekanbaru. .  
Berikut Daftar Toko Obat yang memiliki izin  di Dinas Penanaman Modal 
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru, dapat dilihat pada tabel 
berikut : 
Tabel. 1.1 : Daftar Toko Obat memliki izin di kota Pekanbaru Tahun 2016  
sampai dengan Tahun 2017 
 
No No. Izin Nama Toko Obat Alamat 
1 1/05.22/BPTPM/III/2016 Ikhtiar Farma Jl. Hangtuah No. 87 A Pekanbaru 
2 2/05.22/BPTPM/IV/2016 Jonan Jl. H. Imam Munandar No 360 A  
3 3/05.22/BPTPM/V/2016 Jaya Abadi Jl. H. Imam Bonjol Sukaramai  
4 4/05.22/BPTPM/V/2016 Boston Health  Komplek Mall SKA Pekanbaru 
5 5/05.22/BPTPM/V/2016 Toko Obat Zain Jl. Tanjung Datuk No. 141  
6 6/05.22/BPTPM/VI/2016 Sy Medika Jl. DI. Panjaitan No. 10 D  
7 7/05.22/BPTPM/VIII/2016 Farmasia Jl. Delima No 99 Pekanbaru 
8 8/05.22/BPTPM/IX/2016 Harapan Makmur Jl. IR. H. Juanda No. 60 P .  
9 9/05.22/BPTPM/X/2016 M21 Jl.Cipt. Karya Ujung No.08 
10 10/05.22/BPTPM/XII/2016 Toko Obat An-Nur Jl. Garuda Ujung Pekanbaru 
11 11/05.22/BPTPM/XII/2016 Makmur Jaya Jl. H. Sulaiman No 71 Pekanbaru 
12  1/05.22/DPMPTSP/II/2017 Tiara Jl. Paus Ujung No. 4 
13 2/05.22/DPMPTSP/II/2017 Beringin Farma Jl. Soekarno Hatta No.63  
14 3/05.22/DPMPTSP/III/2017 Mustika  Jl. Angkasa Gg.raya No.19 C 
15 4/05.22/DPMPTSP/III/2017 Tiga Saudara Jl.T.Bey GG.Puspa No.12  
16 5/05.22/DPMPTSP/III/2017 Anugerah Jl.Durian Pasar Palapa 
17 6/05.22/DPMPTSP/IV/2017 Insan Farma Jl. Soebrantas,Panam 
18 7/05.22/DPMPTSP/VI/2017 Sakanti Jl. H. Imam Munandar No. 352  
19 8/05.22/DPMPTSP/IX/2017 Sakura Jl.Cipta Karya NO.21 Pekanbaru 





Pada tabel 1.1 diatas dapat dilihat bahwa toko obat yang terdaftar pada 
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru yang 
memiliki izin resmi dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 yaitu sebanyak 19 
toko obat. Sedangkan toko obat yang masih belum memiliki izin sampai saat ini  
dari data yang penulis dapatkan langsung dari Kantor Dinas kesehatan kota 
Pekanbaru,dapat dilihat pada tabel dibawah ini:  
Tabel.I.2 :Daftar Toko Obat yang belum mempunyai izin dari Kantor Dinas 
Kesehatan Kota Pekanbaru. 
No NAMA TOKO OBAT ALAMAT No. IZIN 
1 Andesta jaya Jl. Pasar Rumbai Belum Ada Izin 
2 Andi Dwi Putri Jl.T.Tambusai Belum Ada Izin 
3 Anisa Abdi Ps.Simp.Panam 128 Belum Ada Izin 
4 Berantas Jl.Nangka Belum Ada Izin 
5 Bintang Harapan Jl.Khairuddin Nasution Belum Ada Izin 
6 Citra Jl.H.Raya 100 Belum Ada Izin 
7 Dalina Jl.Durian Belum Ada Izin 
8 Depot Obat Aziz Jl.Limbat Belum Ada Izin 
9 Dian Abadi Jl. Adi Sucipto Belum Ada Izin 
10 Diari Jl.Kharuddin Nasution Belum Ada Izin 
11 Energi Baru Jl.Pemuda Belum Ada Izin 
12 Erika  Jl.Yos Sudarso Belum Ada Izin 
13 Formula Jl.Tkr.Timur Belum Ada Izin 
14 Haikal Jl.St.Syarif Kasim Belum Ada Izin 
15 Hayati Abadi Jl.Pepaya Belum Ada Izin 
16 Jhony Abadi Jl.Hangtuah Belum Ada Izin 
17 Mata Air Jl.Khairuddin Nasution Belum Ada Izin 
18 Alif Han Jl. Suka karya, Panam Belum Ada Izin 
19 New Eko Abadi Jl.KH. Nasution Belum Ada Izin 
18 Novi Jl.Pinang 24 b Belum Ada Izin 
21 Pelita Jl.Khairuddin Nasution Belum Ada Izin 
22 Prima Zola  Jl.Nangka Belum Ada Izin 
21 Payuh Mas Jl.Puyuh Mas 41 Belum Ada Izin 
24 Rachman Jl.Rejosari Belum Ada Izin 
25 Hikmah Jl.Swakarya,Panam Belum Ada Izin 
26 Segar Prima Jl.Harapan Raya 56 Belum Ada Izin 
27 Shiesyi Kulim Belum Ada Izin 
28 Siata Jl.Harapan Raya Belum Ada Izin 
29 Sinar Mutiara Jl.Setia Budi No.159 i Belum Ada Izin 
30 Sri Rejeki Jl.Adi Sucipto 113 Belum Ada Izin 





32 Sumber Sehat Jl.Yos Sudarso Belum Ada Izin 
33 Pasir Putih Jl.Taman Karya Belum Ada Izin 
34 Cempaka Jl.Garuda Sakti Belum Ada Izin 
35 Warisan Jaya Jl.Cendrawasih 100 Belum Ada Izin 
36 Scudeto Jl. Rejosari Belum Ada Izin 
37 Mentari  Jl.Rejosari Belum Ada Izin 
38 Mico Jay Jl.Ahmad Dahlan Belum Ada Izin 
39 Mitra Jl. Paus No 46 Belum Ada Izin 
40 Mimi Yanti  Jl.Wonosari 155 Belum Ada Izin 
41 Mitra Jaya Jl.Hangtuah Belum Ada Izin 
Sumber: Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru Tahun 2017 
Dari data yang penulis dapatkan di Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru dapat 
dilihat pada tabel 1.2. diatas bahwa masih banyak Toko Obat yang ada di Kota 
Pekanbaru yang belum memiliki izin dari Kantor Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru yakni sebanyak 41 toko obat. Hal 
ini perlu perhatian yang serius dari pihak terkait dalam mengawasi 
operasionalisasi toko obat yang belum berizin ini karena akan membahayakan 
konsumen yang membeli obat. Dan adapun sanksi yang dikenakan bagi toko obat 
yang tidak memiliki izin yakni penutupan tempat usaha, namun penutupan tempat 
usaha tersebut hanya bersifat sementara ketika toko obat tersebut  sudah mengurus 
surat izin maka dapat beroperasi kembali. Berikut adalah toko obat yang telah 
dilakukan penutupan oleh Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru: 
Tabel.1.3 : Nama-nama Toko obat yang di tutup karena tidak memiliki izin  
       Sampai dengan Tahun 2017 
No Nama Toko Obat Alamat Keterangan 
1 Andesco Farman Jl. Pasir Putih Ditutup 
2 BCA Farma Jl. Lobak 101 - 
3 Brantas Jl. Nangka  - 
4 Hendy Farma Jl.Arengka - 
5 Jati Farma Jl. K.H Nasution No.118 - 
6 Mona Jl. Hangtua - 
7 Mujarap Jl. Bangkinang KM.13  - 





9 Nugra Harapan  Jl Raya Bangkinang - 
10 Bintang Jl.Alamuddinsyah No.65 - 
11 Segar Sehat Jl. Bangkinang KM.12 - 
12 Ujung Farma Jl. Sudirman No.137 - 
13 Zam-Zam Jl. Kartini - 
14 Yola Farma Jl. Imam Bonjol - 
15 Zarki Farma Jl.Darma Bakti - 
 Sumber: Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru Tahun 2018 
 
Pada tabel 1.3 diatas dapat diketahui bahwa sampai dengan tahun 2017 
nama-nama toko obat yang ada dikota Pekanbaru yang ditutup karena tidak 
memiliki izin dari Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru ada sebanyak 15 toko obat 
yang dilakukan penutupan oleh Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru. 
 Dari tabel.1.1 diatas tentang toko obat berizin dan Tabel.1.2. tentang toko 
obat yang tidak berizin, maka dapat diketahui bahwa toko obat berizin di Kota 
Pekanbaru dari tahun 2016 ada sampai dengan tahun 2017 sebanyak 19 toko obat 
dan toko obat yang tidak berizin ada sebanyak 41 unit. Maka dari data pada tabel 
tersebut telihat toko  obat yang tidak berizin lebih banyak dari pada toko obat 
yang memiliki izin di Kota Pekanbaru dan masih terkesan belum optimalnya 
pegawai memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam pengurusan surat izin 
di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru. 
Dari segi pembiayaan dalam pengurusan izin pendirian toko obat relatif mahal 
tidak sesuai dengan biaya yang ditetapkan, kemudian setiap toko obat tarifnya 
berbeda. Selanjutnya dapat juga dilihat beberapa toko obat yang izinnya tidak 











Nama Toko Obat Alamat 
1 2717 Depot Obat Sumber Waras Jl. Ir. H. Juanda No. 80 
2 3085 Toko Obat Surabaya JL. Jend. a. Yani No. 42 
3 2470 Medika JL. A. Yani 
4 3933 Toko Obat Sari Jl. A. Yani No. 58 
5 2721 Toko Obat  Favorit JL. Adi Sucipto No. 397 C 
6 2356 Sapta Jaya Komp. Taman Mella No.5G 
7 2929 Mestika Karunia Utama Jl. Setia Budhi No. 159 E  
8 3003 Dos Ni Roha Jl. T. Umar No. 46 
9 3140 SP4 Jl. Kubang Raya No. 06  
Sumber :Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota 
Pekanbaru, 2017 
Dari data pada tabel.1.4 diatas yang penulis dapatkan di Dinas Penanaman 
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pimtu Kota Pekanbaru, dapat diketahui 
bahwa terdapat 9 unit toko obat yang berizin namun tidak dilakukan perpanjangan 
atau sudah tutup. Penutupan toko ini dilakukan sendiri oleh pemilik toko obat 
tersebut tanpa disuruh oleh pemerintah terkait yang berwenang dalam melakukan 
penutupan terhadap toko obat yang beropersional di kota Pekanbaru. 
Berdasarkan uraian latar belakang dan masalah diatas, maka penulis tertarik 
untuk meneliti dengan judul: Analisis Penerbitan Perizinan Penyelenggaraan 
Toko Obat Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Kota Pekanbaru. 
1.2. Rumusan Masalah 
 Berdasarkan Uraian Latar belakang diatas, Maka permasalahan yang akan 





1. Bagaimana Pelaksanaan Penerbitan Perizinan Penyelenggaraan Toko Obat 
Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota 
Pekanbaru? 
2. Apa saja hambatan-hambatan  dalam Penerbitan Perizinan Penyelenggaraan 
Toko Obat Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu Kota Pekanbaru. 
1.3. Tujuan Penelitian 
Adapun yang menjadi tujuan pada penelitian penulis adalah sebagai berikut 
ini: 
1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Penerbitan Perizinan Penyelenggaraan Toko 
Obat Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota 
Pekanbaru. 
2. Untuk mengetahui apa saja hambatan - hambatan dalam Penerbitan 
Perizinan Penyelenggaraan Toko Obat pada Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru 
1.4. Manfaat penelitian 
Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Manfaat bagi penulis, untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan 
bagi penulis terutama dalam masalah yang penulis teliti dan penelitian ini 
juga diharapkan berguna sebagai bahan informasi dan perbandingan 
sederhana konteks permasalahan yang sama pada masa yang akan datang. 
2. Manfaat  praktis, dari hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna 





Penerbitan Perizinan Penyelenggaraan Toko Obat Pada Dinas Penanaman 
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru. 
3. Manfaat teoritis, dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 
sumbangan pemikiran bagi ilmu administrasi yang berhubungan dengan 
Penyelenggaraan Toko Obat Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru, khususnya yang berkaitan dengan 
kinerja organisasi pemerintahan pada umumnya. 
1.5 Sistematika Penelitian 
Sistematika penelitian ini terdiri atas tiga bab dengan bahasannya, meliputi: 
BAB I : PENDAHULUAN 
  Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, 
 tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika penulisan 
BAB II : LANDASAN TEORI  
  Bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang terkait dengan Grand 
 teori, Penelitian Tedahulu, Pandangan Islam, defenisi konsep, Konsep 
 Operasional, dan kerangka pemikiran.  
BAB III : METODE PENELITIAN  
 Bab ini menjelaskan tentang Jenis Penelitian, lokasi dan waktu penelitian, 
jenis dan su mber data, Subjek Penelitian, Teknik pengumpulan data dan 
Analisis data. 
BAB IV :  GAMBARAN LOKASI PENELTIAN 
 Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum dari lokasi penelitian. 





 Bab ini menjelaskan tentang hasil dan pembahasan, yaitu menguraikan 
tentang hasil penelitian dan pembahasan dari data yang telah di peroleh. 
BAB VI : 
 Bab ini menjelaskan secara singkat kesimpulan hasil dan saran. 
